
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang :. a.. ba.hw.a berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nornor
49 /PMK.O7 l2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Desa, Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanegal 8 April
2O 16, Nomor 412.6 / I IOS I 418.63 / 2O 16, perihal Perubahan
Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dan Berita
Acara Hasil Rapat Perubahan Peraturan Bupati Kediri
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Kediri Tahun Anggaran 2016 Nomor 412.6/1166
/418.63/2015 tanggal 13 April 2016, perlu merubah
Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang T"!L.I
Cara Pembagran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap$
Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
':

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembagran dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Ikbupaten Kediri Tahun
Anggaran 2016.

s
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20-11 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor g2

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341.;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5,+95);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik fndonesia Nomor SS8A sebagaimana tetah
beberapa kali diubah teralhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
278 Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
57671;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (kmbaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4Z Tahun
2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157 , Tambahan I-embaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran pendapa.tan dan Belanja
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168 , Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kati diubah terakhir
dengan Peraturan pemerihtah Nomor g Tahun 2016 (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan
lembaran Negara Republik lrdonesia Nomor 5g64);
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8. Peraturan presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian
Alggarao perdapatan dan Be_laaja Negara Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2gg);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor- 2O93);

10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2l Tahun 2015 tentang penetapan
Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1934 );

11. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor go rahun 2015
tentang pembentukan produk Hukum Daerah;

12. peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.O7 /2016 tentang Tata cara pengalokasian,
Penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
a78l;

13. peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2o15
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP.DESA DI KABIJPATEN KEDIRI- TAHI.IN-
ANGGARAN 2016.

Pasal I
Beberapa ketentuan daram peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa
di Kabupaten Kediri rahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2016 Nomor 2 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang. memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisionar yang diakui dan dihormati
d'alam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubtik Indonesia.
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2' Dana Desa adarah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belaqia Negara yang dipezuntukkan bagi Desa y.ang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

3' Alokasi Dasar adalah alokasi minimar Dana Desa yang akan diterima
oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90 yo
(Sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagr dengan
jumlah Desa secara nasional.

4' Alokasi Formula adalah arokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geogralis Desa setiap kabupaten.

5' Pemerintah Desa adarah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan perwakilan Ra1qfat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut ApB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa .

9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seIuruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.

10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening
tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

12. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah
kepada kabupaten yang tidak habis disarurkan ke Desa sampai akhir
tahun anggaran atau Dana Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa
sampai akhir tahun anggar€rn dan menjadi bagran dari Sisa kbih
Perhitungan Anggaran ApBDesa.



2. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal 2

,t, 
#ilL,T;"?:LlHi setiap Desa diarokasikan secara merata dan

a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi Formula.

(2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sr(l) huruf a dihitung dengan 
""r 

'o"t*ana dimaksud pada ayat
Kabupaten dengan jumrah Desa di 

""r,;:TJ"tfl"-'{Iokasi 

Dasar setiap

3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal 3
(1) Besaran Alokar

berikut , 
,, Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai

a. 25 o/o (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;b.. 3.1% (tiga putruh trirna n"""*j 
""r*i*r.u,r.* ker.rriskirran;c. l0 Zo (sepuluh persen) untuk luas witayatr; aan

o, il;:';fflil:"" persen) untuk;;;at kesulitan geogra,s.

""u*gi*.o* di,n* 
Desa dan tingkat kesulitan i"o**" Desa

masingdit.,,j,ki:ffiHffi ffi::,ir:xTll"H"::xh*:=:
4. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal 4

Penghitungan rincia

;*,f:'' #fi ,iT;*:ffi il:LHJ:xTffi ,:'Tff#
AFsetiap Desa= t{o,z,s z_1)+ (o,35*z2l +(0,1O * :Z3) + (o,3O* :,Z411 *(DDkab _ ADkab)
Keteraagan:
AF setiap Desa = dokasi Formula setiap Desa.zt = 

ffi:J;}* 
penduduk setiap oesa i"'r,"a"p totar penduduk Desa

22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total pendudukmiskin Desa kabupaten.
23 = 

ffi:J::.-avah 
Desa setiap Desa terhadap luas w,ayah Desa
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DDkab
ADkab

besaran Dana Desa kabupaten.
besaran Alokasi Dasar kabupaten.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari
RKUN ke RKUD untuk seranjutnya dilakukan pemindahbukuan dari
RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 Zo (empat puluh persen);
b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 o/o (empatpuluh persen).

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat Z (tujuh) hari
kerl'a setelah Dana Desa di terima di RKUD.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :

a. Peraturan Desa mengenai ApBDesa; dan
b' Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran seberumnya.
dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/pelaksana T\rgas Kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan seterah Bupati menerima
laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa/pelaksana Thgas Kepala Desa.

(2) I aporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sefagaimana
dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap
I telah digunakan sebesar 5O% (limapuluh persen).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/pelalsana T\rgas Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap
kepada Bupati.

5.

6.
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(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :

a. la.poran realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran beq'alan.
l,aporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

l,aporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di
RKD.

Dalam ha1 berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa
di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditemukan Sisa Dana
Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa/penjabat Kepala
Desa/ Pelaksana Tugas Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di
RKD tersebut; dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan
pemeriksaan.

Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30olo (tiga puluh persen), sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa
pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/ Pelaksana Tugas Kepala Desa wajib
menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai
dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

(3)

(4)

(s)

(l)

(2t

(3)

(4)
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(5) Dalam hat rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa

tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa

tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan

memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan

APBDesa atau dicantumkan dalam l,aporan Realisasi Anggaran bagi

pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 dan pasal 8 ;

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
lebih dari 3O% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 ayat(21; dan/atau

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sslagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun
anggaran be{alan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya.

Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih

besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I,
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga

Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 3oolo {tiga puluh
persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa

di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga

puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran

Dana Desa tahap II.

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)



I 1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf
telah diterima; dan

b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November
tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke
RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.
Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa yang bersangkutan mengenai
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) selambat-lambatnya alhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa

tahun anggaran berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, masih

terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

(1)

(21

(3)

(1)

(2t

(3)

9
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Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal
8 April 2016, Nomor 4t2.6 / llOS / 41g.63 / 2016, perihal perubahan
Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagran
dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kediri rahun
Anggaran 2016 dan Berita Acara Hasil Rapat perubahan peraturan Bupati
Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kediri rahun Anggaran 2016
Nomor 412.6 /1166/ 418.63 / 2OtS tanggal t3 April 2016, dengan hasil
peserta rapat memutuskan Perubahan Atas peraturan Bupati Kediri Nomor 2
Tahun 2o16 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Kediri rahun Anggaran 2o16 dan mulai berlaku
pada tangrqal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal, 14 - 4 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri

pada tanggal, 14 - 4 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KAI}UPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KAE}UPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR T2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIAT DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.


